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ABSTRAK 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 yang berkaitan dengan perbuatan 

melawan hukum oleh korporasi pertambangan akibat tidak dilaksanakannya 

reklamasi pascatambang, yang berdampak pada penurunan fungsi lingkungan. 

Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana unsur kesalahan korporasi 

sebagai pemilik izin usaha pertambangan dapat dibuktikan dalam konteks 

pelanggaran kewajiban lingkungan, dalam perkara lingkungan hidup. Metode yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan dan 

pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah 

Agung dalam putusannya mengakui adanya perbuatan melawan hukum oleh 

korporasi dengan menekankan pada kelalaian melakukan reklamasi sebagai bentuk 

pelanggaran tanggung jawab lingkungan. Putusan ini menegaskan pentingnya asas 

precautionary principle dan in dubio pro natura sebagai dasar pertimbangan hakim 

dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Mahkamah Agung juga menguatkan 

hak gugatan organisasi lingkungan (legal standing) sebagai bentuk partisipasi 

masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. Putusan tersebut menjadi 

preseden penting dalam menetapkan batas tanggung jawab korporasi dalam sektor 

pertambangan dan menjadi landasan yuridis untuk menegakkan keadilan ekologis 

di Indonesia. 

Kata Kunci: Pertambangan, perbuatan melawan hukum, reklamasi, tanggung jawab 

korporasi, putusan mahkamah agung. 
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ABSRACT 

 
This study aims to analyze the judicial considerations in the Supreme Court 

Decision Number 5246 K/PDT/2024 concerning unlawful acts committed by a 

mining corporation due to the failure to conduct post-mining reclamation, which 

resulted in the degradation of environmental functions. The main issues examined 

include how corporate fault can be legally established in the context of 

environmental violations, and how the principle of judicial passivity is applied in 

environmental cases. This research employs normative legal methods, using a case 

law approach and statutory approach. The findings reveal that the Supreme Court 

recognized the corporation's unlawful act based on its negligence in fulfilling its 

reclamation obligations, thereby violating its environmental responsibilities. The 

decision emphasized the importance of the precautionary principle and in dubio 

pro natura as legal foundations in resolving environmental disputes. It also 

demonstrated that the principle of judicial passivity may be set aside in matters 

involving public interest and environmental protection. Additionally, the Court 

upheld the legal standing of environmental organizations, reinforcing their role in 

environmental law enforcement. This ruling serves as a significant legal precedent 

in determining corporate accountability in the mining sector and provides a 

foundation for enforcing ecological justice in Indonesia. 

Keywords: Mining, unlawful act, reclamation, corporate responsibility, supreme 

court decision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Secara Konstitusional penguasaan dan pengusahaan pertambangan 

Mineral dan batubara telah diatur secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut “UUD 1945”). Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut 

sebagaimana diatur secara substansi dan formal dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. 

Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) ini mengandung tiga landasan dan menjadi 

pedoman utama dalam penyelenggaraan sumber daya alam, khususnya mineral 

dan batubara.1 

Landasan filosofis terlihat dari frasa “dikuasai oleh negara” yang 

artinya bahwa pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara, 

bukan pihak lain selain negara. Lalu ada yang namanya landasan sosiologis 

terlihat dari frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang artinya bahwa 

bangsa  Indonesia  sebagai  pemilik  kekayaan  alam  Indonesia  layak 

 

 

1 Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” Warga Dan Negara, 1945. 
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mendapatkan kemanfaatan berwujud kesejahteraan atas pengusahaan 

pertambangan mineral dan batubara. Dan yang terakhir yaitu ada landasan 

yuridis dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan yuridis 

pelaksanaan penguasaan dan pengusahaan mineral dan batubara. Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945 menjadi norma berisi pedoman umum agar mineral dan batubara 

selalu menjadi dalam penguasaan negara serta bertujuan untuk memberikan 

sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat. 

Sebagaimana pelaksanaan penguasaan oleh negara sebesar-besarnya 

adalah kemakmuran rakyat khususnya di sektor pertambangan sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 setelah Amandemen Keempat, 

maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disebut “Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”) 

yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mempertegas penguasaan oleh negara atas 

pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi 2 “ bahwa mineral dan 

batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

merupakan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai karunia 

 

2 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengusahaan Tambang Mineral Batubara,” 

Pemerintah Republik Indonesia, 2020. 
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tuhan Yang Maha Esa, yang dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai 

tambah bagi perekonomian nasional dalam mewujudkan kernakmuran dan 

kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” untuk 

melindungi lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap 

warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tercantum dalam 

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 

Tahun 2009.3 

Kegiatan pertambangan di Indonesia memerlukan izin usaha 

pertambangan. Terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebelum 

melakukan kegiatan pertambangan, di antaranya adalah kewajiban menyusun 

rencana reklamasi untuk lahan pascatambang dan menyetorkan dana jaminan 

reklamasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Langkah ini bertujuan untuk mencegah pelaku usaha pertambangan 

menghindari tanggung jawabnya sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan 

(IUP). Dengan demikian, dana jaminan reklamasi tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk menutup lubang pada area bekas galian tambang, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Adapun pengertian 

reklamasi tercantum dalam Pasal 1 ayat (26) yang berbunyi: 

 

 

3 Suphia, “Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Uupplh ),” Jurnal Rechtens, 

2020. 
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“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha 

Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas 

lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai 

peruntukannya”.4 

Reklamasi wajib dilaksanakan oleh Korporasi tetuang pada Pasal 87 ayat (1) 

Undang-Undang (PPLH) pasal ini secara ekplisit menyatakan bahwa : 

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau 

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan 

tertentu”.5 

Meskipun reklamasi telah diatur dalam undang-undang, masih terdapat 

pelaku usaha tambang yang tidak melaksanakannya. Salah satu contohnya 

terjadi di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra 

Selatan, di mana terdapat lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. 

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya swabakar dan meninggalkan genangan 

air yang dibiarkan begitu saja oleh pelaku usaha tambang. Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Lestari mengajukan gugatan hak gugat organisasi (legal 

 

 

4 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang 

PerubahanKempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang ‘Pertambangan Mineral Dan 

BatuBara’.,” 2025. 
5 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, 2009. 
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standing) ke Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor perkara 

15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht. Dan PT.Bukit Asam Tbk (Selanjutnya disebut 

PTBA) sebagai Tergugat I lalu ada Kementerian ESDM sebagai Tergugat II, 

dalam tuntutannya LSM Lestari menuntut PTBA agar melakukan Reklamasi 

pada 2 Objek Sengketa, Objek Sengketa pertama yaitu seluas seluas ± 8 

(Delapan) hektar yang menyebabkan adanya genangan air dan Objek Sengketa 

kedua yaitu seluas + 5,65 (lima koma enam lima) hektar yang menyebabkan 

Swabakar maka dari itu seharusnya PTBA melakukan kegiatan Reklamasi 

sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, termasuk terhadap Objek Sengketa, 

namun faktanya sampai saat ini Objek Sengketa tidak direklamasi, sehingga 

terlihat jelas bahwa PTBA telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), 

karena tidak melakukan reklamasi terhadap Objek Sengketa dan menuntut 

PTBA menyetorkan Dana jaminan kepada Kementerian ESDM selaku tergugat 

sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) serta membayar uang 

paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), di 

masukannya Kemeterian ESDM sebagai Tergugat II dikarenakan Kementerian 

Esdm adalah badan hukum publik yang diberikan tugas dan tanggung jawab 

untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pertambangan di 

wilayah Republik Indonesia, dari isi tuntutan yang dilayangkan ke 

Kementerian Esdm yaitu mengawasi pelakasanaan Reklamasi yang dilakukan 

oleh PTBA. 
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Menyoroti kompleksitas tanggung jawab pengawasan dalam sektor 

pertambangan. Dinamika yuridis kasus ini cukup menarik, Pengadilan 

Negeri (PN) Lahat dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan LSM 

Lestari dalam isi putusan tersebut yaitu menyatakan PTBA melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menghukum PTBA agar memulihkan 2 

Objek Sengketa tersebut sampai menjadi kering dan permukaan tanah menjadi 

hijau Kembali serta menghukum PTBA untuk membayar uang paksa 

(dwangsom) sebesar Rp. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap 

harinya apabila PTBA lalai melaksanakan reklamasi dan Menghukum 

Kementerian Esdm untuk mengawasi pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan 

oleh PTBA.6 Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi (PT) Palembang yang menyatakan Menerima permohonan Banding 

dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, MembatalkanPutusan Pengadilan 

Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN.Lht., tanggal 24 Januari 2024 

yang dimohonkan banding tersebut, Mengadili Sendiri, Menerima Eksepsi dari 

Pembanding semula Tergugat I, Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dan Menghukum Terbanding 

semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat 

pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah 

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).7 Puncak dari proses peradilan 

 

 

6 Pengadilan Negeri Lahat. Putusan Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht, 18 Agustus 2023. 
7 Pengadilan Tinggi Palembang., “Putusan Nomor 19/PDT/LH/2024/PT Plg, 3 April 2024.”. 
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ini terjadi ketika Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, melalui Putusan 

Kasasi Nomor 5246 K/PDT/2024, dalam putusannya Mengabulkan 

permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Lembaga Swadaya Masyarakat 

(Lsm) Lestari tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang 

Nomor 19/PDT/2024/PT PLG tanggal 3 April 2024 yang membatalkan Putusan 

Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht, tanggal 24 Januari 

2024, Mengadili Sendiri, Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya, 

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian, Menyatakan Tergugat I 

melakukan perbuatan melawan hukum, Menghukum Tergugat I untuk 

memulihkan objek sengketa pertama seluas ± 8 hektar dan kedua adalah 

seluas ± 5,65 (lima koma enam lima) hektar sampai seperti keadaan semula, 

dengan cara menimbun objek sengketa sampai air yang ada di dalam objek 

sengketa menjadi kering dan permukaan tanah menjadi hijau Kembali, 

Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai 

melaksanakan putusan ini, Menghukum Tergugat II untuk mengawasi 

pelaksanaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tunduk dan patuh 

pada putusan ini, Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dan 

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua 

tingkat peradilon, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah).8 Putusan  Mahkamah Agung Nomor  5246  K/PDT/2024 

 

8 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 5246 K/PDT/2024, 28 Nopember 2024.”. 
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ini memiliki urgensi untuk dianalisis secara mendalam. Sebagai putusan di 

tingkat kasasi yang bersifat final dan mengikat (final and binding), putusan ini 

berpotensi menjadi preseden hukum (jurisprudensi) atau setidaknya menjadi 

penegasan hukum (legal affirmation) yang penting dalam penanganan sengketa 

lingkungan hidup di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Perbuatan 

Melawan Hukum (PMH) oleh korporasi pertambangan skala besar dan 

melibatkan peran serta kementerian teknis seperti Kementerian ESDM. 

Analisis terhadap ratio decidendi (pertimbangan hukum yang mendasari 

putusan) MA menjadi krusial untuk memahami bagaimana hukum lingkungan 

ditegakkan terhadap korporasi dalam praktik peradilan tertinggi di Indonesia.9 

Sebelumnya Penulis dan rekan kampus pada tahun 2024 pernah 

mengkaji dan membuat artikel ilmiah ini dengan studi kasus putusan yang 

masih di Tingkat pengadilan negeri, isi pokok dari karya ilmiah ini 

memfokuskan pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lahat 

dan mengkaji pada mengenai tanggungjawab reklamasi dan pelaksanaan 

putusan. 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

 

9 Muhamad Baharuddin Jusuf and Adara Khalfani Mazin, “Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai 

Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia,” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan 

Masyarakat 2, no. 1 (2023): 1–25, https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx. 
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1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dari Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 5246 K/Pdt/2024 dalam menetapkan Perbuatan Melawan hukum 

dan unsur kesalahan dalam lingkup wilayah izin usaha pertambangan 

sebagai pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan ? 

2. Bagaimana Implikasi yuridis dari analisis Putusan tersebut terhadap 

 

praktik pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis pertimbangan 

hakim implikasi yuridis terhadap praktik pertambangan dan perlindungan 

lingkungan hidup di Indonesia, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 

K/PDT/2024 dalam menetapkan pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan 

lingkungan. 

D. Kegunaan Penelitian 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

 

kajian akademis dan referensi hukum, serta memberikan kontribusi berharga 

bagi pengembangan literatur hukum, khususnya dalam bidang penegakan 

hukum lingkungan, hukum pertambangan, hukum acara perdata terkait 

sengketa lingkungan, dan akuntabilitas korporasi serta pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya alam. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

1. Kerangka Teoritis 

 
a. Teori Keadilan 

 

Keadilan adalah salah satu pokok bahasan hukum yang paling 

sering diperbincangkan dalam sejarah filsafat hukum. Dalam 

bukunya Nichomachean Ethics, Aristoteles, seperti yang dikutip 

oleh Shidarta, menjelaskan secara rinci tentang keadilan. Ia 

menegaskan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berhubungan 

dengan interaksi antar manusia. Kata adil memiliki beberapa makna. 

Adil bisa berarti sesuai dengan hukum dan proporsional. Dalam hal 

Ini menunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil jika 

ia mengambil bagian yang lebih besar dari yang semestinya.10 

Dalam hal ini penulis akan mengaitkan teori keadilan ini dengan 

studi kasus putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) 

yang menjadi Yurisprudensi memiliki kekuatan hukum tetap dan 

bisa menjadi pedoman hakim lain dalam mengambil Keputusan, 

hakim memutuskan perkara tersebut pada intinya, Objek Sengketa 

pertama yaitu seluas seluas ± 8 (Delapan) hektar yang menyebabkan 

adanya genangan air dan Objek Sengketa kedua yaitu seluas + 5,65 

(lima koma enam lima) hektar yang menyebabkan Swabakar sampai 

 

 

10 Ahmad Habibi, “Diskursus Etika Aristoteles Dalam Islam,” Mawa’izh: Jurnal Dakwah Dan 

Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 2020, Https://Doi.Org/10.32923/Maw.V11i1.1021. 
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seperti keadaan semula, dengan cara menimbun kembali Objek 

Sengketa sampai air yang ada di dalam Objek Sengketa menjadi 

kering dan permukaan tanah menjadi hijau Kembali. Apabila tidak 

melaksanakan putusan tersebut, PTBA sebagai Tergugat I 

diharuskan  membayar  uang  paksa  (dwangsome) 

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya dan 

Menghukum Kementerian Esdm sebagai Tergugat II untuk 

mengawasi pelaksanaan yang dilakukan oleh PTBA dan 

Kementerian Esdm tunduk dan patuh pada putusan ini. Jika kita 

kaitkan dengan teori keadilan dari apa yang diputuskan oleh majelis 

hakim yang menjadi Yurisprudensi dan berkekuatan hukum tetap 

serta memiliki keadilan, terutama terkait kerusakan lingkungan 

harus cepat dalam mengambil Keputusan dikarenakan lingkungan 

memiliki peran baik untuk manusia ataupun mahluk hidup lainnya, 

Putusan ini harus terus dikawal agar keadilan dapat terealisasikan. 

b. Teori Kepastian Hukum 

 

Kepastian Hukum merupakan salah satu asas fundamental 

dalam negara hukum (rechstaat) yang menuntun adanya hukum 

tertulis, jelas, dan dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam teori 

Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, kepastian hukum menempati 

posisi penting. Hans Kelsen berpendapat dalam teori hukum murni 

(reine rechtslehre), hukum harus dipahami sebagai sistem norma 
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yang bersifat hierarkis dan logis, kepastian hukum akan tercapai 

apabila aturan hukum ditegakan secara konsisten dan Gustav 

Radbruch menyatakan bahwa hukum harus menyeimbangkan tiga 

nilai seperti adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Namun, kepastian hukum tidak boleh mengalahkan keadilan secara 

mutlak. 

Adanya tantangan dalam kepastian hukum di Indonesia yaitu 

meskipun kepastian hukum secara normatif dijamin dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan namun dalam praktiknya seringkali 

ditemukan adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum, lemahnya 

implementasi putusan pengadilan seperti dalam studi kasus ini, 

putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah 

misalnya terkait pemulihan 2 objek yang disengketakan menjadi 

seperti semula dan apabila tidak melaksanakan pemulihan pihak 

yang kalah diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom). Dari 

putusan hakim tersebut, agar kepastian hukum terwujud maka dari 

itu setiap Keputusan harus dilaksanakan dan apabila Keputusan 

tersebut tidak dilaksanakan, Kepastian hukum dalam putusan 

tersebut patut di pertanyakan. 

c. Teori Kemanfaatan Hukum 

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang 

tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan 
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hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme,yang dipelopori 

oleh Jeremy Bentham, penegakan hukum mempunyai tujuan 

berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat), dan mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Penegak hukum merupakan 

pelaksana dari peraturan perundang undangan. Masyarakat 

menyimpan harapan penuh akan terciptanya aspek hukum yang 

bertujuan pada kemanfaatan. Eksistensi hukum bertujuan untuk 

memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya 

kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai 

payung bermasyarakat. dengan adanya putusan Kasasi Nomor 5246 

K/PDT/2024 ini memperkuat kedudukan hukum legal standing) 

organisasi lingkungan hidup sebagai wakil kepentingan publik 

dalam melindungi lingkungan hidup yang baik serta dan potensi kuat 

untuk dijadikan yurisprudensi oleh hakim lain dalam memeriksa dan 

memutus perkara serupa, khususnya perkara yang menyangkut 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Melalui kerangka ini penulis akan menganalisis bahwa hukum 

tidak cukup hanya dipahami sebagai peraturan tertulis, tetapi harus 

mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Keseimbangan 

antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan merupakan 

tantangan utama dalam membangun system hukum yang adil, 

efektif dan responsive tehadap kebutuhan masyarakat. 
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2. Kerangka Konseptual 

a. Konsep Penurunan Fungsi Lingkungan 

 

Definisi dan Regulasi adanya Penurunan fungsi lingkungan 

adalah berkurangnya kemampuan lingkungan untuk mendukung 

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat kegiatan 

pertambangan. Diatur dalam UU PPLH dan UU Minerba, di mana 

setiap pelaku usaha wajib memulihkan fungsi lingkungan yang rusak. 

Implikasi Konseptual pada Penurunan fungsi lingkungan menjadi 

unsur penting dalam menentukan kesalahan korporasi. Pemulihan 

lingkungan menjadi kewajiban utama korporasi sebagai bentuk 

tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. 

b. Konsep Legal Standing dalam Sengketa Lingkungan 

 

Definisi dan Penerapan pada Legal standing adalah hak 

mengajukan gugatan oleh pihak yang merasa kepentingannya 

dirugikan akibat kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini, LSM Lestari 

mengajukan gugatan atas nama masyarakat terdampak, sesuai dengan 

ketentuan hukum lingkungan.11 Implikasi Konseptual pada Legal 

standing memperluas akses keadilan bagi masyarakat terdampak, 

 

 

 

11 Menghadapi Sengketa, Lingkungan Hidup, and D I Indonesia, “Eksistensi Legal Standing 

Organisasi Lingkungan Dalam Menghadapi Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia” 1, no. 5 

(2024): 309–18. 
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LSM dapat menjadi pihak yang memperjuangkan kepentingan publik 

dalam sengketa lingkungan. 

c. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan 

 

Asas dan Tujuan pada Penegakan hukum lingkungan bertujuan 

untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memulihkan 

lingkungan yang rusak. Asas polluter pays principle (pencemar 

membayar) biasanya menjadi dasar pertanggungjawaban korporasi.12 

Namun dalam studi kasus yang diambil dalam penelitian ini majelis 

hakim menggunanakan Asas precautionary principle dan Asas in 

dubio pro natura dalam upaya penegakan hukum lingkungan. 

Implikasi Konseptual pada Putusan pengadilan menjadi instrumen 

penegakan hukum dan preseden bagi kasus serupa dengan Analisis 

putusan (ratio decidendi) penting untuk memahami perkembangan 

penegakan hukum lingkungan di Indonesia. 

F. Metode penelitian 

1. Spesifikasi Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode 

penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

 

 

12 Muhammad Khalid Ali, Evi Dwi Hastri, and AA Muhammad Insany Rachman, “Asas Pencemar 

Membayar (Polluter Pays Principle): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang 

Melanggar Baku Mutu Air Limbah,” Jurnal Panah Keadilan 2, no. 1 (2023): 52–68. 
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guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian ini dipilih 

karena fokus utamanya adalah pada analisis terhadap norma-norma 

hukum positif, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan 

dengan isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. 

2. Metode Pendekatan 

 

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan studi putusan (case law analysis atau case study) yang secara 

spesifik menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 

K/PDT/2024. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji relevansi dan 

penerapan berbagai peraturan perundang-undangan terkait terhadap kasus 

yang dianalisis. 

3. Jenis dan Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan hukum primer meliputi antara lain berupa: 

 

1. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN 

Lht tertanggal 18 Agustus 2023. 

2. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PDT/LH/2024/PT Plg. 

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024. 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). 
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5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (UU Minerba). 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (UU Adpem). 

9. Peraturan pelaksana terkait lainnya, seperti Peraturan Pemerintah 

(PP), Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri 

(Permen) ESDM serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 

yang relevan dengan isu pengawasan pertambangan, baku mutu 

kerusakan lingkungan, dan prosedur pemulihan lingkungan. 

b. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan kerangka 

teoretis, memperkaya interpretasi, dan menempatkan analisis putusan 

dalam konteks perkembangan hukum yang lebih luas. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. Data yang terkumpul dari bahan hukum primer dan 

sekunder dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum 

(legal interpretation). Interpretasi difokuskan pada pertimbangan hukum 
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hakim (ratio decidendi) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 

K/PDT/2024 serta norma-norma hukum dalam peraturan perundang- 

undangan terkait. Metode interpretasi yang digunakan meliputi penafsiran 

sistematis (systematic interpretation), yakni menafsirkan suatu norma 

hukum dengan menghubungkannya dengan norma hukum lain dalam satu 

system peraturan perundang-undangan. Melalui metode interpretasi ini, 

penelitian bertujuan untuk mengungkap makna hukum dan implikasi 

yuridis dari putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek kajian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari 

lembaga swadaya Masyarakat (LSM) lestari dalam perkara lingkungan terhadap 

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menunjukkan kemajuan signifikan dalam 

penegakan hukum lingkungan melalui jalur perdata. Dalam pertimbangannya, 

majelis hakim menegaskan bahwa PTBA telah melakukan perbuatan melawan 

hukum dengan tidak melakukan reklamasi pada wilayah bekas tambang yang 

menjadi objek sengketa, wilayah tersebut secara sah berada dalam Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) milik PTBA. Pertimbangan tersebut didasarkan pada alat 

bukti surat, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan 

oleh pengadilan tingkat pertama, membuktikan adanya genangan air dan 

swabakar di lokasi sengketa. Majelis hakim menerapkan prinsip-prinsip penting 

dalam hukum lingkungan, seperti asas kehati-hatian (precautionary principle) 

dan asas in dubio pro natura, serta menjatuhkan sanksi uang paksa (dwangsom) 

sebesar Rp10.000.000,00 per hari sebagai mekanisme paksa non-eksekusi 

untuk mendorong pelaksanaan pemulihan lingkungan. Putusan ini juga 

menegaskan tanggung jawab mutlak korporasi dalam konteks kerusakan 

lingkungan dan memperkuat posisi hukum LSM sebagai representasi publik 

dalam memperjuangkan keadilan ekologis. 

Meskipun demikian, tantangan ke depan masih terletak pada efektivitas 

eksekusi putusan, terutama dalam konteks teknis pemulihan lingkungan dan 
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minimnya bukti ilmiah dalam pembuktian, yang dapat menjadi celah untuk 

penundaan pelaksanaan oleh pihak tergugat. Putusan ini berpotensi menjadi 

yurisprudensi penting dan memberikan dampak positif bagi perkembangan 

hukum lingkungan di Indonesia. 

B. Saran 

Bagi Lembaga Peradilan Diharapkan agar Mahkamah Agung dan 

 

seluruh jajaran peradilan di bawahnya terus mengembangkan pendekatan 

judicial activism dalam perkara lingkungan hidup, terutama dengan 

mempertimbangkan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. 

Penerapan pertanggungjawaban dalam pemulihan lingkungan dan dwangsom 

sebagai mekanisme pemaksa perlu ditingkatkan efektivitasnya agar putusan 

pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dan 

berdampak nyata, Bagi pemerintah dan instansi terkait, khususnya Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diperlukan pengawasan yang 

intensif dan terstruktur terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi oleh 

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk penerapan sanksi 

administratif maupun pidana secara konsisten terhadap setiap pelanggaran 

lingkungan. Kementerian ESDM juga diharapkan menjalankan evaluasi berkala 

terhadap tingkat kepatuhan perusahaan tambang terhadap ketentuan lingkungan 

hidup. Sementara itu, korporasi pertambangan harus memandang reklamasi 

sebagai kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral, bukan semata-mata 

sebagai beban administratif. 
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Segala bentuk penurunan fungsi lingkungan akibat kelalaian perusahaan 

perlu segera diatasi melalui langkah-langkah pemulihan nyata dengan 

berlandaskan pada asas polluter pays dan tanggung jawab sosial terhadap 

lingkungan.dan Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang 

lingkungan hidup, keberhasilan LSM Lestari dalam perkara ini mencerminkan 

pentingnya peran LSM dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Oleh 

karena itu, LSM lainnya diharapkan lebih proaktif dalam memanfaatkan 

instrumen hukum sebagai alat pengawasan sosial terhadap aktivitas industri 

yang berdampak merusak lingkungan, serta terus meningkatkan kemampuan di 

bidang hukum dan advokasi. 
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